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ABSTRAK 

 

Indonesia adalah negara hukum, berarti bahwa rakyat dan seluruh elemen yang 

ada di negara kesatuan Republik Indonesia harus taat pada hukum yang berlaku. 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Zakat melarang lembaga pengelola zakat dalam melakukan 

perbuatan melawan hukum dalam melakukan pengelolaan zakat. Pengelola dana 

zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan 

melawan hukum di Provinsi Sumatera Barat mempunyai akibat hilangnya rasa 

kepercayaan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dan dana zakat yang 

telah dikumpulkan oleh lembaga tersebut mempunyai potensi untuk mendanai 

kegiatan tindak pidana lain seperti gerakan terorisme yang mengancam kedaulatan 

NKRI. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan 

hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan 

melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat?, (2) 

Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terhadap 

tindak pidana pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang melakukan 

perbuatan melawan hukum di Sumatera Barat?. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode penelitian yuridis sosiologis dan sumber data penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian ini adalah (1) Penegakan 

hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan 

melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Pakat oleh aparat penegak hukum di sumatera barat dilakukan oleh 

Kepolisan Daerah Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak 

hukum, sarana fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.(2) Upaya yang telah 

dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat 

yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat adalah dengan 

upaya penal dan Upaya non penal (Sosialisasi). 
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